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DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI LOMBOKTENGAH,

a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengeloiaan Dana Desa, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 ten tang
Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan,
Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Uesa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran
2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

, YaG.un' 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diu'bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
, 205/PMK.07/2019 ten tang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

;or '".' ".



Pasal 2
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok
Tengah Tah'un Anggaran 2020; dialokasikan untuk 127
Desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka
24 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
24. lndeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya

disingkat IKK adalah indeks yang mencerrninkan
tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan
tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara
relative an tar daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai beriku t :

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran,
Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2019 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

Pasal I

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,PENGGUNAAN,
PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA Dr KABUPATENLOMBOKTENGAH TAHUN
ANGGARAN2020

MEMUTUSKAN:

;

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016 Nornor 1) sebagaimana telah diu bah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemerintahan
dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2019 Nomor 4).

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1012);

Menetapkan
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Pasal 3
Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, yang besarannya dihitung dengan cara 69%
(enam pulu h sembilan persen) dari anggaran Dana Desa
dibagi dengan jumlah desa secara nasional sebagaimana
telah ditetapkan dalam lampiran XVIIIPeraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1.).diubah dan ayat (2) dihapus
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Alokasi Afirmasi

Pasal4
(1) Alokasi Afirrnasi setiap Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu
koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa
dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal
.dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah
penduduk miskin tinggi

(2) dihapus
(3) Desa dengan kriteria desa tertinggal sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) adalah :
a. Desa Lekor
b. Desa Teduh

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

"
Paragraf 3

Alokasi Kinerja
Pasa15

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima
perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada

, desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan
keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian
keluaran (keluaran) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan desa yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah desa yang dipilih sebanyak 10%
(sepuluh perseratus) dari jumlah desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik dengan menggunakan
bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Perrgelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (keluaran) Dana Desa dengan

bobot 25%; dan

c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi formula.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai beriku t :

~::,''. ." ..., '. ...:
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Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa

Pasal 10
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUNke RKD

melalui RKUD dengan melakukan pemotongan dana
desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan dana desa ke RKD

(2) Pemotongan dana desa setiap Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa
pemindahbukuan dana desa dari Bupati

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan
keten tuan sebagai beriku t :

Rincian Dana Desa setiap Desa di kabupaten Lombok
Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah. dan ditambahkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (14) sehingga Pasal 1.0berbunyi sebagai
berikut:

Pasa19

Paragraf 4
Alokasi Formula

Pasal 7
(1.) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf d, dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan
perseratus) dari anggaran Dana Desa yang ditentukan
berdasarkan prosentase bobot masing-masing variable
sebagai beriku t :

a. 10% [Sepuluh perseratus) untuk jumlah
penduduk;

b. 50% (Lima puluh perseratus) untuk angka
kerniskinan;

c. 1.5% (Lima belas perseratus) untuk luas
wilayah ; dan

d. 25% (Dua puluh Lima perseratus) untuk tingkat
kesulitan geografis

(2) Angka kemiskirian dan tingkat kesulitan geografis
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan
JKKKabupaten Lombok Tengah.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai, berikut :

d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan
bobot 35%.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai beriku t :

· .. 'r-~.... ':.
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menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga
puluh lima perseratus)

(6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan setelah
kepala desa menyampaikan :
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
tah un 2020 menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan
puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima perseratus) ; dan

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran 2019.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) disampaikan melalui Camat dan disertai
pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat
pernyataan kebenaran laporan berdasarkan kondisi
hasil pelaksanaan kegiatan

(8) Surat pernyataan kebenaran laporan berdasarkan
kondisi hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalarn larnpiran
Ill.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

(9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b dan huruf b dan ayat (6) huruf a dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran
dari seluruh kegiatan.

dan capaian
tahun 2020

realisasi penyerapan
Dana Desa Tahap

b. laporan
keluaran

a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan
paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat
puluh perseratus);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar
40% (empat puluh perseratus); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%
[dua puluh perseratu s}.

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah
Kepala Desa menyarnpaikan Peratu ran Desa
mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2020 dan
pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa
melalu:i Carnat.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap lJ dilaksanakan setelah
kepala desa menyampaikan :
.---:t .• laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun 2019;

:'; ';; ? .... , .•,.
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(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) belum mernenuhi
kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan
perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk
dilakukan pemutakhiran.

(12) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (6) huruf b
adalah sebagaimana tercantum dalarn lampiran II
yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

(13) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan
,penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN
setiap minggu

(14) Dokumen persayaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) disampaikan dalam bentuk
dokumen fisik (hardcopy) dan Zatau dokumen
elektronik (softcopy)

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (7) diubah dan
ayat (~L (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap
Tahap penyaluran kepada bupati melalui Camat

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

. a. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahuri anggaran 2019 dari
Kepala Desa;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I tahun 2020 dari
Kepala Desa;

c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
desa tahun anggaran 2019 dari Kepala Desa; dan

d. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
tahun 2020 dari Kepala Desa

(3) dihapus.
(4) dihapus.
(5) dihapus.
(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan

penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana
De'sa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

(lOj Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran dan capaian
leeluaron

·; ...
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H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ...

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
, . . .
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

2.020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.

Pasal II
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

berkoordinasi dengan Kepala Desa
(7) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini
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YangMenyatakan

KepalaDesa .

. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila tidak
benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

:.Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dokumen :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

2019;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I

tahun 2020;)**
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai

dengan tahap II tahun 2020)*;'
adalah sesuai dengan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan.

KepalaDesa .
Nama
Jabatan

Yangbertanda tangan di bawah ini:

Lampiran III.a Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor 7 Tv.-!nuifl ODi7-b
Tanggal l7 f~t' (}l);;O

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019
ten tang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan,
Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

(format surat Pernyataan)
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN LAPORAN BERDASARKAN KONDISI HASIL

PEL.AKSANAAN KEGIATAN
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